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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi sudah baik. Dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan arus kas serta sumber daya manusia, sesuai dengan yang tertera dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi sudah baik. Artinya dalam penyusunan APBD pemerintah kota cimahi telah melakukan penyusunan yang sesuai dengan susunan yang telah ditetapkan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan kebijakan umum APBD, penyusunan prioritas dan plafon anggaran,  penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, serta pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
3. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kantor Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cimahi, dengan arah positif. Yang  semakin baik baik implementasi standar akuntansi pemerintahan akan memperlancar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik implementasi standar akuntansi pemerintahan akan memperlambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5.2 Saran
	Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi Bagian keuangan dan Subbag keuangan di Kantor setda Kota Cimah, saran saran tersebut antara lain:
1. Para pengguna anggaran untuk tetap mempertahankan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Untuk tim anggaran yang diwakili oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah, Ketua Bapeda serta biro Keuangan, dalam penyusunan APBD dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terutama pada proses penyusunan dan penetapan prioritas dan plafon anggaran untuk lebih difokuskan agar dalam proses penyusunan APBD tidak lagi mengalami keterlambatan.
3. Dalam pengimplementasian SAP dalam Penyusunan APBD yang selama ini sudah baik dalam pelaksanaannya hendaknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan oleh para pengguna anggaran untuk hasil yang lebih baik.
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